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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAY APURA
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
PENOMORAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JAYAPURA,

bahwa untuk memudahkan pengendan bangunan bangunan dan
penertibannya serta dalam rangka peningkatan Pendepatan Adi Daerah
(PAD), diperlu Penomoran Bangunan yang digtur secara berurutan sesual
dengan perkembangan kota;

bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura

Undang-undang Nomor 12 Drt T ahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 57);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proping
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propins Irian
Bara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
3469) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3839);

Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Pdaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3992,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan umum Penyidik Pegawa Negeri Sipil di  Lingkungan
Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawa Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Retribus Dagrah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
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Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pgak Daerah dan
Retribus Daerah;;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribus Dagrah ;

12.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-Jenis Retribus Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 11;

13. Perauran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Jayapura Nomor 9 Tahun
1997 tentang Susunan Organisas dan Tata Kerja Dinas Perumahan
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura.

14. Perauran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Susunan Organisas dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAY APURA
MEMUTUSKAN:
Menetgpkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG

PENOMORAN BANGUNAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

agprwWwNhE

N o

Daerah addah Kabupaten Jayapura;

Bupati idlah Bupati Jayapurg;

Pemerintah Daerah addlah Pemerintah Kabupaten Jayapura;

Kepaa Dinas Perumahan idah Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura;

Kepda Dinas Pendapatan Daerah idlah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jayapurg;

Dinas Perumahan adaah Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura;

Pa Nomor Rumah adalah Tanda pengena yang dipasang pada bangunan kantor, Bangunan
komersa dan Rumah tempat tinggal serta bangunan-bangunan lainnya;

Bangunan addah Kondruks yang berbentuk suatu ruang yang didirikan sebagian aau
seluruhnya secara langsung diatas permukaan tanah atau air, yang digunakan untuk tempat
tinggal dan atau kegiatan lainnya yang memerlukan Tanda Pengend tersendiri;

Kapling adalah Petak tanah yang sudah direncanakan berdasarkan Rencana Induk Kota/Tata
Kota

Persl adalah bidang tanah yang belum direncanakan berdasarkan Rencana Induk Kota/Tata
Kota

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jayapura pada Bank yang ditunjuk ;

Pegawai Negeri ialah Pegawai Negeri sebagaimana dimeksud daam Undang-undang Nomor
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8 Tahun 1974 sebagaimana diubah untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999;

Penyidik idah Penyidik Pegawa Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB II
NOMOR BANGUNAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah melaksanakan penataan dan pemberian Nomor Bangunan disdluruh
Wilayah Daerah.

Penataan dan pemberian nomor bangunan sebagaimana dimeksud ayat (1) pasd ini
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan.

Pasal 3

Setigp bangunan gedung yang berada dalam wilayah daerah diwagjibkan memiliki Nomor
Bangunan.

Nomor Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan Tanda Pengend dan
ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Setigp Pemilik atau penghuni bangunan wajib memelihara nomor bangunan yang terpasang
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

Nomor Bangunan harus dipasang pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca dari jaan
umum.

Bangunan-bangunan yang didirikan setelah penomoran bangunan dilakukan kepada
pemiliknya diwagibkan melapor/memberitahukan kepada Kepada Daerah melaui Dinas
Perumahan untuk memperoleh Nomor Bangunan.

BAB Il
PLAT NOMOR BANGUNAN

Pasal 4

Bahan, Bentuk dan Ukuran Plat:

Bahan Plat dibuat dari Logam dengan bentuk segi empat dan ukuran 15 x 25 cm, pada bagian
kiri terdapat Lambang Kabupaten Jayapura

Warna:

- Dasar Lambang Daerah, Warna biru laut;

- Dasar Nomor, warna hijau muda;

- Tulisan warna hitam.
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BAB IV
PENGADAAN NOMOR BANGUNAN

Pasal 5

Pengadaan Plat Nomor Bangunan ditetgpkan oleh Bupati, sesua dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BABV
TATA CARA PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 6

(1) Penomoran bangunan dilakukan menurut arah jalan yang diawdi dari Nomor yang terkecil
dan mula dari arah jalan yang kelasnya lebih tinggi.

(20 Nomor bangunan untuk setigp jaan ditetgpkan untuk nomor ganjil disebelah kiri dan nomor
genap disebelah kanan jaan.

(3) Padasetiap jdan yang hanya satu deret bangunan diatur secara berurutan.

(4 Penomoran bangunan pada sudut persmpangan jaan, ditetapkan dengan berpatokan pada
jdan utamadan plat nomor bangunan harus dipasang menghadap jaan tersebut.

Pasal 7

bila dalam satu persl atau kapling terdapat Iebih dari satu bangunan atau unit penghunian, maka

penomoran masing-masing bangunan diatur sebagal berikut :

a  Untuk unit penghunian yang merupakan bangunan deret, tidak bertingkat, penomoran
bangunan ditambah dengan kode dternatif;

b.  Untuk unit penghunian yang merupakan bagian dari blok bangunan, ditambah dengan kode
blok dan lantai bangunan sertanomor urut lantai bangunan dan nomor urut.

Pasal 8

Untuk setigp unit pada bangunan bertingkat penomoran dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan Pasd 6 Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TARIF RETRIBUS

Pasal 9

() Atas penetapan dan pemberian plat nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada pasd 3
dikenakan tarif retribus dengan nama retribus nomor bangunan yang menjadi tanggung
jawab dan beban pemilik/penghuni bangunan.

(2) Besa tarif retribug atas pelaksanaan pemberian plat nomor bangunan ditetapkan berdasarkan
klasifikad jenis/fungs bangunan dan kelas jalan sebagaimana tersebut dalam tabd berikut :
TABEL LIHAT FSIK


http://www.djpp.depkumham.go.id

